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PUTUSAN 

Nomor 02/Pdt.G/2017/PA.Sgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 00, RW 00, Desa 

Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muaro 

Jambi, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, 

tempat kediaman di Lorong xxxxx, RT 00, RW 00, Desa 

Xxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muaro 

Jambi, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 
Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Januari 2017, yang 

telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 

02/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 03 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 20 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, 

(Kutipan Akta Nikah Nomor 611/31/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003). 

Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik talak; 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 

di rumah orang tua Tergugat di Lorong Duren, RT 00, RW 00, Desa 

Xxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi 

pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua 

orang keturunan yang bernama; 

a. Anak, umur 12 tahun; 

b. Anak, umur 9 tahun; 

3. Kurang lebih sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya 

antara lain Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi, 

sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah; 

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2014, yang akibatnya 

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama dua tahun enam bulan 

hingga sekarang; 

5. Berdasarkan permasalahan di atas maka Penggugat tidak ridha dan berniat 

bercerai dari Tergugat; 

6.   Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat 

(Tergugat); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah 

hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh 
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orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas 

Panggilan Nomor 02/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 09 Januari 2017, 18 Januari 

2017 dan 25 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. 

Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan 

dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;  

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara menasehati 

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak 

pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan 

membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Surat 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang 

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,  Nomor 611/31/XII/2003, tanggal 

20 Desember 2003, yang di-nazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya 

dan diberi tanda P; 

B. Saksi 

1. Saksi, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman 

di RT 00, RW 00, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten 

Muaro Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, 

karena saksi adalah ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;  
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- Bahwa saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 

yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat jarang 

pulang ke rumah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 

pertengahan tahun 2014 hingga sekarang; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil. 

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat 

kediaman di RT 00, RW 00, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, 

Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, 

karena saksi adalah bibi kandung Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi langsung dari 

Penggugat;  

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena 

Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar rumah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun 

yang lalu hingga sekarang; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan  

Tergugat, namun tidak berhasil. 

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi 

tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan 

memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan 

mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan 

gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan 

Penggugat di persidangan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P), maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat 

berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan 

Agama Sengeti, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi 

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan 

relatif Pengadilan Agama Sengeti; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan 

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, 

Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 

611/31/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003, oleh karena itu Penggugat dan 

Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (persona standi in 

judicio), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, 

Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati 

Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 

ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 
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31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat 

dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai 

terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena 

diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat mempunyai kebiasaan 

buruk yaitu suka berjudi, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah.  Puncak 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut 

terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2014, yang akibatnya Penggugat 

pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat 

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat 

(Tergugat); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan 

Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan 

pertimbangan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena 

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan 

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, maka 

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut; 
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir, 

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat 

tidak hadir ke persidangan; 

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka dapat di duga bahwa Tergugat tidak mau 

menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya. Oleh karena itu 

perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan  

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara 

perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (mitsaqan ghalidzan), 

maka sesuai asas lex specialis derogat legi generali untuk kasus perceraian 

dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari valsheid 

(kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam 

memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat 

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mengaku sebagai ayah kandung 

Penggugat dan bibi kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada 

bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat adalah 

keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata umum dilarang 

untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa 

substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto 

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena 

itu, dalam perkara a quo berlaku asas lex spesialis derogat legi generali, yakni 

keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis 

tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, 

tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi 
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keluarga sedarah cakap didengar dalam pekara perceraian dengan alasan 

sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 

telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan 

tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal  175 R.Bg  

Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam (KHI);  

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, 

Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah 

memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum 

memenuhi syarat materiil kesaksian; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan 

bahwa saksi tersebut sering melihat dan mendengar pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, 

didengar, dan dialami oleh saksi lain (unus testis nullus testis), maka kesaksian 

tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat 

diterima sebagai alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, hanyalah berdasarkan informasi dari Penggugat (testimonium de 

auditu), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, 

sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan 

bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena 

Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang. 

Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan 

pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi 

lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 

KUHPerdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; 
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Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan 

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun yang 

lalu hingga sekarang dan Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun 

tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil 

penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu 

saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., 

juncto Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti 

yang sah; 

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tentang 

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena 

termasuk kesaksian unus testis nullus testis dan testimonium de auditu), namun 

Majelis Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim 

(feitelijke vermoeden), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata 

juncto Pasal 284 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik 

berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis Hakim akan 

menghubungan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki 

relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II 

Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. 

Menurut keterangan Saksi I Penggugat, yang bersumber dari penglihatannya 

sendiri, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

pertengkaran. Sedangkan Saksi II hanya sebatas informasi dari Penggugat. 

Menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang juga bersumber dari 

penglihatan langsung, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang 

pulang, dan sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

hingga sekarang, serta upaya damai dari pihak keluarga telah gagal; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, 

meskipun keterangan saksi kedua adalah keterangan testimonium de auditu, 
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namun dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai 

dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, serta diperkuat 

dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, menyakinkan Majelis Hakim 

bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 

kedua Pemohon dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat 

dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti serta 

keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta 

hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat 

perkawinan yang sah; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, 

antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang 

disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar rumah 

dan jarang pulang; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang 

lalu hingga sekarang; 

4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan kembali 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);  

 Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah 

sebagaimana  termuat  dalam  ayat  al-Qur'an  surat  ar-Rum  ayat : 21, sebagai 

berikut: 

◆ ⧫◆  ⧫◼ ⬧  
→ ◆ ❑⧫ 
⬧ ➔◆ →◆⧫ ◆❑ 
☺◆◆    ⬧ ⧫ ❑⬧ 

⧫⧫⧫   

Artinya:  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]). 

 

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat 

dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan 

mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya 

dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan 

Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah 

tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang 

dan mencintai; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah 

dalil syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi sebagai berikut: 

 ولاضرار لاضرر
Artinya:  Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu 

sampai dimudarati (dicelakai); 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i yang 

lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair 

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 

 ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض إذا

 اخفهما بارتكاب
Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan. 
 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang 

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa 

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan 

pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;” 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum 

yang telah Majelis Hakim kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf 
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(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116  huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat 

terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 

patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan 

putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf 

(c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan 

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten 

Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena 

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan 

membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas 

masing - masing  petitum gugatan Penggugat di atas,  maka  menjawab petitum 

gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan 

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muaro 

Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah 

disediakan untuk itu; 

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 

M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Rijlan 

Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Apit Farid, S.H.I., dan Mhd. Syukri 

Adly, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk 

umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Romi 

Herusman Saputra, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim Anggota, 

ttd 
Apit Farid, S.H.I. 

Ketua Majelis,d 

 

Rijlan Hasanuddin, Lc. 

Hakim Anggota, 

ttd 

 

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Romi Herusman Saputra, S.H.I. 
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Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran      : Rp    30.000,00 
2. Biaya Proses : Rp    50.000,00 
3. Biaya Panggilan       : Rp  600.000,00 
4. Biaya Redaksi         : Rp      5.000,00 
5. Biaya Materai         : Rp      6.000,00 
 Jumlah  Rp  691.000,00 
   (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
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